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Bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagai

kota pemerintahan, pendidikan, perdagangan,
industri dan pariwisata yang terdiri dari areal
perkotaan, pertanian, perkebunan, hutan dan

" perairan dengan laju perkembangan pembangunan

vang cukup tinggi serta memerlukan pengaturan dan
penataan yvang lebih rapi.

Bahwa dari bermacam-ragam perkembangan pembangun-
an di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dianta-
ranya adalah di bidang penataan bangunan yang
dituangkan dalam beberapa Peraturan Daerah;
tentang penyvusunan Rencana Induk Kota (RUTRK),
Keterangan Rencana Kota ( Fatwa Perencanaan
Lingkungan/Advice Planning ), Izin Tata Bangunan,
Retribusi IMB/IPB dan SIBP yang kesemuanya itu
merupakan satu kesatuan.

Bahwa untuk penataan bangunan di Kotamadya Daerah
Tingkat II Padang ini, perlu menyempurnakan
kembali secara menveluruh aturan yang telah ada
dengan suatu Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pemben-
tukan Diaerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Sumatera Jo Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 1980.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1882 tentang Ketentu-
an-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pera-
turan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1861 tentang Penca-
butan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yvang Ada di
Atasnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo P.P Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan K.U.H.A.P.

K.U.H.P pasal 59 tentang Badan Hukum.

SVO.S 1948 Nomor 168 tentang Pembentukan Kota.
SVV.S 1949 Nomor 40 tentang Rencana Bangunan.



12. Monumenten Ordonantie Stb. 1931 Nomor 238 tentang[/
Ordonansi Monumen.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang
Jalan.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penverahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang ./
Pekerjaan Umum kepada Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

18. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 650-1400-85 tanggal
18 Oktober 1985 tentang Rencana Induk Kota Tahun
1983-2003.

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

20. PERDA Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
Nomor 14/DPRD-PD/1979 tentang Pelaksanaan Penve-
rahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Barat dalam Lapangan Pekerjaan
Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II dalam Lingkungan Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Barat.

21. PERDA Nomor 08/PD-1982 +tentang Ketentuan Persya-
ratan Izin Bekerja Bagi Perencana konstruksi,
Perencana Arsitektur dan Persyvaratan Cara Meren-
cana dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Padang.

22, PERDA Nomor 10/DPRD-PD/1983 tentang Rencana
Induk Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
1983-2003. '

23. PERDA Tingkat II Padang Nomor 02/PD/1984 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan Kota
Kotamadva Tingkat II Padang.

24, PERDA Tingkat II Padang Nomor 03 / DPRD-PD /1984
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
MEMUTUSIKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH EKOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG TENTANG TATA BANGUNAN.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

10.

11.

12.

13.

14,

16.

17.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Padang.

Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I1I
Padang.

Kotamadya adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan Kota adalah
Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan Kota Kotamadya
Daerah Tingkat II Padang.

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, dan Dinas Pertamanan
adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, dan Dinas
Pertamanan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
Perencana bangunan adalah Badan Hukum atau perorangan yang
mempunyail keahlian merencanakan bangunan.

Pelaksana bangunan adalah Badan Hukum atau perorangan yang
melaksanakan pembangunan atau mendirikan bangunan.

Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi
permanen dan darurat yang didirikan seluruhnya atau sebagi-
an di atas tanah maupun di atas perairan umum dengan nama
apapun juga.

Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya
terdiri dari beton, batu dan baja.

Bangunan semi permanen adalah bangunan yang sebagian kons-
truksi utamanya adalah beton dan sebagian lagi dari kayu.
Bangunan sementara adalah bangunan yang dipergunakan untuk
sementara waktu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5
tahun. - )

Persil adalah suatu perpetakan ténah vang terdapat dalam
lingkup rencana kota atau rencana perluasan atau jika seba-
gian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, yang me-
nurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk
mendirikan suwatu bangunan.

Ketinggian tanah adalah ketinggian rata-rata permukaan
tanah perpetakan.

Tanah matang adalah bagian tanah yvang telah diolah sedemi-
kian rupa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan siap untuk
dibangun.

Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan
seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali,
menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan
pekerjaan mengadakan bangunan itu.

Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau
menambah bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan
membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti
bagian bangunan tersebut.

Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau selu-
ruhnya bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi dan atau
konstruksi.
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Persyaratan adalah syarat-syarat tertulis dalam setiap per-
mohonan mendirikan bangunan yang melengkapi setiap jenis
bangunan.

Petugas adalah orang yang mendapat tugas secara resmi
melayani kepentingan umum di bidang mendirikan bangunan.
Pengawas adalah orang yang mendapat tugas secara resmi
mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan

ketentuan mendirikan bangunan. N
Penertib adalah orang yang mendapat tugas secara resmi me-
lakukan penertiban bangunan seperti penangguhan,

penghentian pelaksanaan bangunan, pembongkaran.

Garis sempadan adalah garis batas yang ditetapkan oleh yang
berwenang yang ditarik sejajar dengan jalan, laut, sungai
atau pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang
boleh dibangun.

Jalan masuk adalah jalan untuk masuk ke dalam persil.
Perlengkapan Bangunan adalah unsur bangunan di dalam ba-
ngunan yang melengkapi setiap jenis bangunan.

Pagar pengaman adalah suatu pagar yang dikonstruksikan
sementara untuk membatasi dan memberikan pengaman tempat
pekerjaan dan atau lingkungan sekitarnya.

Instalasi adalah konstruksi jaringan bahan penyambung dan
rPelengkap alat-alat yang berkaitan dengan konstruksi
bangunan.

Biaya pembongkaran adalah biaya pembongkaran bangunan me-
nurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenaran-
nya oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Koefisien Dasar Bangunan adalah perbandingan antara luas
lantai dasar yang boleh dibangun dengan luas persil yang
sesuai dengan keterangan rencana kota yang dinyatakan
dengan persentase -

Koefisien Lantai Bangunan adalah perbandingan antara luas
lantai keseluruhan yang dibangun dengan luas lantai dasar
vyang boleh dibangun yang dinyatakan dengan persentase.
Gambar situasi adalah yang menunjukkan tata letak bangunan
(gubahan masa) dalam persil yang boleh dibangun.

Peta situasi adalah gambar yang menyatakan lokasi daripada
tanah yang dibangun dalam struktur ruang kota.

Rencana teknik adalah segala yang menjadi petunjuk pelaksa-
naan pembangunan bangunan.

DP3K adalah Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan
Kota.

IMB adalah izin mendirikan bangunan menurut Peraturan Dae-
rah ini.

IPB adalah izin penggunaan / pemanfaatan bangunan menurut
Peraturan Daerah ini.

PIMB adalah permohonan izin mendirikan bangunan menurut
Peraturan Daerah ini.

RKS adalah rencana kerja dan syarat-syarat.

PUBB adalah peraturan umum bahan bangunan.

PITB adalah pusat informasi teknik bangunan.

SIBP adalah surat izin bekerja sebagai perencana bangunan
dan atau surat izin bekerja sebagai pelaksana bangunan.

DRM adalah daftar rekanan mampu.
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Pasal 2

(1) Peruntukan bangunan di Wilayah Kotamadya dikategorikan
a. peruntukan bangunan tempat tinggal (wisma).
b. peruntukan bangunan usaha (karyal.
c. peruntukan bangunan sosial (suka).

(2) Bangunan di Wilayah Kotamadya diklasifikasikan menurut:
a. penggunaannya.
b. wilayahnyva.
c. vang mendirikannyva.
d. umurnva.
e. perencanaan konstruksinyva.

(3} Bangunan di Wilavah Kotamadya direncanakan dengan memperha-
tikan kelengkapan perencanaan arsitektur.

FPasal 3

{1) Untuk mendirikan, mengubah, menambah atau merobohkan bangun-
an di Wilavah Kotamadya harus mendapat izin terlebih dahulu
dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

(2) Mendirikan, mengubah, menambah atau merobohkan bangunan
harus direncanakan oleh perencana bangunan yang telah mem-
peroleh surat izin bekerja sebagai perencana dari Kepala
Daerah.

(3) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan, mengubah, menambah atau
merobohkan bangunan dilakukan oleh pelaksana bangunan yang
telah mendapat izin bekerja sebagai pelaksana bangunan dari
Kepala Daerah.

BAB II
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama
Persiapan Perencanaan

Pasal 4

Pemohon sebelum mengajukan permohonan IMB harus terlebih dahulu
meminta petunjuk mengenai persyaratan administrasi dan teknis
IMB kepada DP3K.

Pasal 5

Perencana bangunan adalah perorangan atau Badan Hukum vang terdi-
ri dari

a. Perencana arsitektur.

b. Perencana konstruksi.

c. Perencana instalasi.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh izin bekerja sebagai perencana bangunan,
pemohon mengajukan permohonan izin bekerja kepada Kepala
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Daerah melalui DP3K dengan mengisi lembaran isian yang dise-
diakan oleh DP3K.

Untuk memperoleh Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) Pemohon
dikenakan biava yakni

a. biaya pendaftaran.

b. biayva SIBP.

c. biaya administrasi SIBP.

Izin bekerja perencana bangunan tidak dapat dipindah tangan-
kan dalam bentuk dan cara apapun.

Pasal 7

Perencana bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan men-
dirikan bangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana
vang telah disahkan dalam IMB.

Perubahan dari rencana yang telah disahkan dalam IMB harus
mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

Pasal 8
Untuk mendirikan suatu bangunan harus dibuat rencana bangun-
annya.
Rencana sebagaimana dimaksud avat (1), harus memperhatikan:
a. perencanaan umum.
b. perencanaan arsitektur.
c. perencanaan konstruksi.
d. perencanaan instalasi.

Pasal 9

Ukuran yang dipergunakan pada gambar rencana, perhitungan,

bestek dan lain - lainnya yvang berhubungan dengan itu dengan
menggunakan satuan:metrik.

Bahasa yang digunakan pada gambar rencana, perhitungan, bes-
tek dan lain - lainnya yang berhubungan dengan itu harus
dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Peraturan/Standar teknik yang harus dipakai adalah Peratur-
an/Standar teknik meliputi peraturan beton, peraturan baja,
peraturan konstruksi kayu, peraturan muatan dan standar tek-
nik lain yang berlaku di Indonesia atau yang berlaku di ne-
gara lain tetapi terandalkan.

Bagian Kedua
Cara Mengajukan PIMB

Pasal 10

PIMB diajukan oleh Pemohon, baik perorangan atau Badan Hukum
atau kuasanya kepada Kepala Daerah melalui DP3K.

PIMB diajukan secara tertulis dengan mengisi lembaran isian
vang disediakan oleh DP3K.

DP3K memberikan tanda terima kepada pemochon IMB pada saat
diterimanyva PIMB.






